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, pERaTURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

NOMOR  4  TAHUN  1998

TENTANG

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA
PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL DALAM WILAYAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAl‐

DBNGAI,I RAHMAT TUHAI,I YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA OATNATT TINGKAT II KUTAI,

bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun
L997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jo.
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1-997 tentang
Retribusi Daerah, maka dipandang perlu untuk mencabut
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai
Nomor 4 tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu
Tanda Penduduk dan Perubahan Da1ail Rangka pelaksanaan
Pendaftaran Penduduk Jo Peraturan Daerah Nomor Ll
Tahun 1990 dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1996
tentang Biaya teges dan Biaya Administrasi pasal Z
angka 15 sampai dengan angka b4 serta peraturan
Daerah Nomor 10 Tahun 1-996 tentang penyelenggaraan
Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka sistem rniormasi
Manajemen Kependudukan Da1am Kabupaten Daerah Tingkat
If Kutai;

bahwa sehubungan dengan huruf a I diatas dan dalam
ranqka meningkatl6an Pendapatan Daerah guna menunjang
pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dan pembanguna,n,
perlu menetapkan kembali Retribusi penggantian Biaya
Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai yang
diatur dalam suatu Peraturan Daerah.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan
Undang*Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah ringkat rr di Kalimantan (l,em]raran
Negara Tahun 1953 Nomor 9 ) sebagai ,Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor L Tahun 1974 tentang perkawinan
(tembaran Negara Tahun Lg74 Nqmor L, Tainbahan
tembaran NeEara Nomor 3019 );

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun L974 tentang pokclk-pokok
Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun
L974 Nomor 38, Tambahan Lembaran neg""., Igorhor 3037);

4 . Undarlg-Undang Nomor 18 Tahun 1997 t-entang pa j ak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara R.I.
Tahun L997 Nomor 41, ?ambahan Lembaran Negara R.I.
Nomor 3685); 

:

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentanpl'
Pelaksana Undang*Undang Nomor 1" Tahun 1974; 

;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20
Retr:ibusi Daer:ah;

b。

Tahun  1997  tentang



Peraturan Menteri Da1am l.Iegeri Nomor B Tahun 1,977
tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;

Peraturan Menteri Da1am Negeri Nomor 84 Tahilri 1993
tentang bentuk Peraturan Daerah dan peraturan Daerah
Perrrbahan;

Keputusan Merrteri Dalam Negeri Nomor 404 Ta,hun 1.977
tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Ti-ngkat
II tentangr Kartu Keluarga, Kartu Tancla penduduk dan
Perubahan dalam Rangka Peiaksanaan pendaftaran
Pendtrduk;

1-0. Keprrt-usan Menterj- Dalam l.Iegeri nomor 117 Tahuri L992
tentangr Biaya Pelayanan Catatan Sipil;

1.1. Keputusan Menterj Dalam Negeri Nomor 174 tentang
Pecloman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAI' KABUPATEN DABRAH TINGKAT II KUTAI.

Menetapkan

MEMUTUSKAN

, PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  DAERAH  TINGKAT  ll  KUTAI
TENTANG  RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK  KARTU  TANDA
PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL DALAM WILAYAH  KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KUTAI

BAB

KETENTIJAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II
Kutai;

3. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Ti.ngkat II I(ul"ai;

4. Camat adalah Kepala Wilayah Kecamatan dal-am Wilayah Kabupaten
Daerah Tingkat I1 Kutai;

5. Kepala Desa/Lurah adalah Pemerintah yang berada langsunq iiihaura.h
Camat dan dalam mela.ksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada
Kepala Daerah melalui Camat;

6. Penduduk adalah setiap orang, baik Warga Neqara fndonesia mauprrn
Warga Negara Asing (WNA) yang bertempat tinggal cii Wilayah Negara
Republi-k f ndonesi.a dan te]ah memenuhi ketr-.ntuan Pert-uran
Perundangan yang berlaku;

7. Penduduk Sementara adalah orang yang berada <lalam
Neqara Republik fndonesia dengan fzin Tinggal terbatas;

7.

8.

9。

Wi■ ayah



8. Keluarga adalah sekel-ompok orang yang men<liarnj i;ebagian at;ri..rseluruh bangunan yang tinggal bersama dan makan dar:i satri c1;:pur
yang tidak terbatas pada orang-orarrg yang mempunyal- huhungan darah
saja, atau seseorang yang mendianri sebagian at-ail seluruh bangunarr
yang mengurus keperlu.an-keperluan hidupnya sendirl ;

9. Kepala Keiuarga ialah :
7. Orang yang l:ertempat tinggat dengan orang lain baik mempunyai

hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab daram
keluarga it-u;

2. Orang yang bertempat tinggal seorang diri;

3. Kepala kesantrian, asrama, rumah piatu dan
bebarapa orang bertempat tinggal bersama;

lai_n-lain  dirnana

10. Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum clalam Kartu Keluarga
yang secara kemasyarakat.an menjadi tanggung javrab Kepal-a Ke1u,a.rga;

1i. Nomor fnduk Kependudukan yang setanjutnya disingkat NIK atlalah
nomor yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk seseurang yang telafu
terdaftar sebagai penduduk;

12. -Kartu Kei-uraga yang selanjutnya disingkat KK ada1ah Kartu yang
memuat data Kepala Keluarga dan semua anggota keluar:ga;

13. Kartu Tauda Penrltr<luk yang sel.anjutnya disingkat KllP er<lalah Kartu
sebagai bukti diri (legitimasi-) bagi setiap pencluduk dalam Wilayah
Negara Republi k Intlonesi a;

14. Buku Induk Penduduk adalah Buku yang memuat r:atatan <lata awal
semua penduduk di masing-masing Desa/kelurahan;

I 5. Buku Mut-asi adalah buku yang memuat catat-an per:ui:ahan seti ap
pendrrduk lnasing-masing Desa/Kelurahan;

16 . Surat Keterangan kependudukan adalah bentr:k Kt+,l u.ra.hai.n sebaga i
hasil dari kegiatan penyelenggaraan Pen<laftaran PenclurJi:k yailg
meJ iputi, surat- keterangan lahir, mati , lahi r nrai- j , pin<1;rh,
Pendaf taran Pen<I,-tduk Sementara, Pendaf taran Fendrr<1uk, Sr-rrat-
Keterangan Tempat Tingqal;

17 " Mutasi Bio Data adalah perubahan data akibat nama, perkawi.nan,
perceraian, pengangkatan anak, pisair agama, gant-i peker jaan,
tingkat pendidikatr, pisah kartu keluarga clan perubahan alamat
tempat tii:ggal;

18. Data Kependudukan adalah kumpulan elemen data penduduk yang
terstruktur yang diperoleh dari hasil pendaftaran pendurluk;

19. Desa dan Kelurahan adalah Desa dan Kelurahan sebagai-mana dimaksud
dalam Undang-undang R.T. Nomor 5 Tahun 1,979 tentang Pemer:intahan
Desa;

20. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipi1 adalah Dinas Kepencltrd.ukan clan
Catatan Sipil Daerah Kabupaten Daerah Tingkat IT Kutai;

2L. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupat"en
Daerah Tingkat II Kutai;
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Akta Cataran Sipjl adalah Akta Otentik yang berisl cat,atar: iengkap
seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, perce::ai-an, kema.tian,
pengakuan dan pengesahan anak, penga,ngkatan anak <lan peruhahan
narna yang diterbitkan dan dj simpan oleh Dinas Kependudukan <Jan

Catatan Sipil ;

Kutipan Akta adalah Cat-atan Pokok yang clikul:i.p r1;-rr:t Akt-a Cata.ta.rt
Sipil dan merupakan alat bukti syah bagi- diri yang be::sangku.tan
maupun pihak ke t.iga mengenai kelahiran, perka-winan, pel cerra -ian ,
kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak Carn

peruhrahan nama;

Kr:tipan Akta kedua dan seterusnya adalah kutipan Akta Catatan
Sipil yang kedua dan seterusnya yang dapat dit.erbitkan ol-eh Dinas
Xependudukan rfan Catatan Sipil karena Kutipan AkLa yang asl-i
(pertama) hilang, rusak, atau musnah setelah dibuk't-ikan dengan
surat keberangan dari pihak yang berwajib;

Salinan Akta adalah Salinan Lengkap Isi Akta Catatan Sipil yang
diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipj I atas
permintaan pemohon;

Surat Keterangan adalah Su.rat yang diter:bi Lkan ol r+h D j nas
Kependudukan dan Catatan Sipil mengenai sesuatu ha-[ yanf trer:kaj-tan
dengan tugas pelayanan;

Akta Kelahiran llmum adalah Akta Kel-ahir:an yang dibual- bercias;a.r:kan
laporan kelahiran yang d isampaikan dalnrn b;lt-as waktu
selambat-lambatnya 60 har:i kerja bagi yang tunduk pacla St-aatsblarl
Tahun 1977 Nomor 130 Jo. Staatsblad Tahun 1-91 S Nomor 81" ,
StaatshlaC Tahun 1920 Nomor 751 Jo. Staatsblad Tahun ]-927 Nomor
564, Staatsbla<I Tahun 1933 Nomor 75 Jo. Staatsbland l-936 No. 507
dan Non Staatsblad kecuali tragi mereka yang t-uncluk pada
Staatsblad Tahun 1849 No. 25 yang belum melampaui 10 har:j" kerja;

Akta Kelahiran Tstimewa adalah Akta Kelahiran yang d j-brrat,

berdasarkan laporan kelahiran yanq telah melampaui batas waktu
yang ditentukan menurut Peraturan yangr berlaku yaitu 60 har-l kerja
iejaf< peristiwa kelahiran, kecuali mereka tunduk pada Staatsblad
Tahun 1849 No. 25 apabila telah melampaui 10 harj kerja;

Akta Perkawaj-an adalah akta yang dibuat bagi mereka yang
melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaanrlya selain
agama Is1am setelah <lieatatkan pada Dinas Kepenrludttkan clan Czll-atan
Sipil;

30. Akta Perceraian adalah Akta yang dibuat bagi
agama Tslam yang putus karena perceraian
Pengadilan yang telah mempunYai kekuatan hukum
<licatatkan pacla D j nas Kependudukan dan Catatan

perkawi-nan sel-ain
berdasarkan putusan
yang pasti- setel-ah
Sipil;

yang .lahir
tun<Iuk pada
No. 81- clan

Akta pengesahan Anak adalah akta yang dibuat bagj- anak cliluar
perkawi.nan orang tuanya yang kemudian diakuj- dan disyahkan dalam
pencatatan perkiwinan orang tuanya yang sah yang tunduk pada
Staatsblad Tlhun 1849 Nr:. 25 <lan Staatsblad Tahun \9I7 No - I 30 Jo -

Staatsblad Tahun 1919 No. 81;

31. Akta Pengakuan Anak adalah akta yang dibuat bagi anak
di luar ikatan perkawinan orang tuanya yang sah yang
staatsblac Tahun 1977 No. 30 Jo. Staatsblad Tahun L979
Staatsblad Tahun 1849 No. 25;
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34. Akta Kematian i.Imum adatah akta yang dibuat bercLasa-rkan laporan
kematian yang disampaikan dalam batas waktu selambat lambatnya
60 hari kerja sejak peristiwa kematian tersebul- bagr mereka Yang
tunduk pada Staatsblad Tahun 7917 No. 130 Jo. Staatsblacl Tahun
1-g1.g N6-. 81, Staatsblad Tahun L920 No. 751 Jo. Staatstrlad Tahun
I7ZT No. 564, Staatsblad Tahun 1936 No. 607 dan Non Staatsblad
kecuali bagi mereka yarrg tunduk pada Staatsblad Tahun L849 No- 25
adalah 10 hari kerja;

35. Akta Kematian Istimewa adalah Akta yang dibuat berdasarkan J-aporan
kematian yang melampaui batas waktu 60 hari kerja sejak peristiwa
kematian bagi mereka yang tunduk pada Staatsblacl Tahun L917 No.
13O Jo. staitsblad Tahun 1-g1*g No. Bl, Staatsblar,l Tahun 1924 No.
7tS Jo. Staatsblad Tahun L927 No. 564, Staatsblad Tahun 1933 l'Io-
75 Jo. Staatsblad Tahun 1936 No. 6A7 dan non Staatsb'l-ad kecuali
bagi mer:eka yang tuncluk pada Staatsblad Tahun 184q llo. 25 Yang
telah meJ,anrPaui 10 hari ker: ja;

36. pengangkatan anak (atlopsi) adatah peristiwa pengangkatan a.nak yanq
telah dicatat patla Dinas Kependudukan dan Catat.n Si pil
berdasarkan Keputusan/Ketetapan Pengadil-an yang t-el-ah rnempunyai
Kekuat-an Hukum Yang Pasti;

37. . Mutasi Data adal-ah catatan pinggir akibat aclanya perubahan mat-eri
pada akta Catatan SiPiI;

38. pemohon adalah orang atau badan hukum yarlq mengajrrkan permohonan
sendiri, anggota keluarga atau orang lairr untuk nrendapat-kan
pelayanan Catatan SiPil;

3g. Retribusi Daerah yang selanjutnya d,isetrut. Rel.r j busi adalah
pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atalt pemberian izin
tertentu yang khr.rsus clisedjakan dan atau riiberikan oleh Pemer:intah
Daerah untuk kepentinqan orang pribadi atartr badan.

BAB II

OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

( 1 ) Obyek Ret.r j-busi adalah pemberian j asa berupa pembt:atan KTP ,
pefrbuatan Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Catatan Sipj 1 dar:j
Pemerintah Daerah;

(2) Subyek Ret-rj-busi adal.ah set.i.ap orang pribacli yanq rrtenelrinra
peliyanan jasa berupa Pembuatan KTP, Pembuatan Kart-.u Keluar,ga d;rn
Kutipan Akta catatan sipil dari Pemerintah Daerah;

BAB III

HAK DAN KEWAJTBAN PBNDI]DIIT(

Pasal 3

Setiap penduduk dan Penduduk Sementar:a llerhak mendapat-kan trreJ ayarrtan
dalam penyelenggaraan Pendaftaran Penducluk-



Pasal 4

( 1 ) Setiap Penductuk dan Penduduk Sementara Wa j i b menria f tarkan rliri
pada Pemerintah Daerah;

(2) Kewajjban sebagai,mana dimaksud ayat (1), terrnasuk Juga kewajj-ban
untuk melaporkan setiap mutasi biodata yang terjadi.

BAB  IV

NOMOR INDUK KEPENDlJDUKAN (NIK)

Pasa1  5

(i) Setjap Penduduk Wajib Memiliki NIK;

(?,) NIK ditrerikan kepada seseorang sejak yang bersangkutan r1-idaftarkan
sebaqrai pendr-lduk cli Wilayah Negera Republik Indnnesia;

( 3 ) NIK seorang per"rdtrduk berlaku seumur: hi-drrp rJan t j dak rlapat-
. dipergunakan oleh Penduduk lain.

BAB V

PENIIAFTARAN PENDUDUK

Bagian Pertama

PeJ-aporan Kelahiran dan Lahj.i: Mati

Pasal 6

( 1 ) Setiap ketahiran wa j ib dilaporkan keparla Kepa l ;r Des;r/T(elttrahan
setempat dal-a-m jangka waktu selambat }amb;rtnya 30 (tiga pr"rluh)
harj kerja sejak kelahiran;

{?.) Pelaporan kelah,i ran meleb,ihi jangka waktu sebag;r jinana dimaksrtc'l
ayat ( 1 ) dilaksanakan setelah mendapat perset-ti j r:an Camat
set-empat;

( 3 ) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) di cat-at. rlalam
Buku fnduk Penctuduk serta diterbitkan Surat^ Keterangan Kelahi;:an
dan Kartu Keluarga yang ditanda tangani oleh Camat set..empat"

Pasal 7

(1) Kelahiran bayi yang mati diatas 7 (tujuh) bulan tr-sj-a kandungan
wajib dilaporkan kepada Kepala Desa/Kelurahan setempat;

(2) Pelaporan kelahjran sebagaimana djmaksud ayat- (I ) r'literbiLkan
Surat Keterangan Lahir Mati.



Bagian Kedua

Pelaporan Ketrratiarr

Pasal 8

(1) Setiap kematian wajib diiaporkan kepada Kepa1a Desa/Kelurahan
tlalarn jangka wakt-u selambat lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak
t-anggal kernatian;

(?) FeJ-apo:ran kenrati.an sebagaimana dirnaksud ayat (1) dicatat dalam
Buku Induk di"rrt Buku Mutasi Penduduk serta cliterl-ritkan Surat
Ket-erangan I(emiil-ian dan Kartu Keluarga yang d jtan<Ia t-angani oleh
Caurrat seLenrp;rt.

Bagian Ketiga

Pendaf taran Perpindahan

Pasal 9

Setiap perpindahan Penduduk dan Penduduk Sementara wajib dj-daftarkan
kepada KepaIa clesa/Kelurahan setempat.

Pasal 10

( 1 ) Set iap grerp j-ndahan penduduk dicatat dalanr
Mutasi Penduduk ser:La di-terbitkan Surat

Buku Induk dan Buku
Keterangan Pindahr dan

ditarrda tangani- oleh Camat setempat;

i2) SeLiap Perpindahan Penduduk Warga
Sernentara diataur sebagai berikut :

Negera Asing dan Penduduk

a. Perpindahan antar Desa dalam satu Kecamatan dan perpindahan
antar Kecamatan daram wilayah Daerah Tingkat rr Kutai
diterbitkan $urat Keterangan Pindah yang ditanda tangani oleh
Camat setempat;

b. Perpindahan antar Daerah Tingkat rr Kutai' daram wilayah
Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur diterbitkan Surat
Keterangan Pindah yang ditanda tangani oreh Kepara Daerah;

c. Perpindahan antar Propinsi Tingkat r atau keruar Negeri
diterbitkan Surat Keterangan Pj-ndah yang ditanda tangani. otefr
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur.

Pasal 11

Pt*rp-indahan Pendu<luk dan Penduduk Sernentara dalarn lingkungan satu
Desa/Ke-i.urahan Lranya merupakan perubahan alamat tempat t"i.ngga] dan
tidak rliterbitkan Snrat Keterangan pindah.



Bag j-an Keempat

Pendaf taran Kedatangan

Pasal 1,2

( 1 ) Kedatanqan Penduduk Warga Negara Indonesia yang diakibatkan
perpindahan Wajib didaftarkan kepada KepaIa Desa/Kelurahan
setentpat dal irirr jangka waktu selambat lambatnya 74 ( empat belas )hari kerja sejak kedatangan;

(2) Kedat"ang.rrr Penduduk Warga Negara Asing atau Pendudnk Sementara
yang diakibatkan perpindahan antar Daerah dalam Wilayah Negara
Republik fndonesia Wajj-b didaftarkan kepada Kepala Daerah dalamjangka waktu selambat lambatnya 14 (enrpat belas) hari kerja
sejak l-angqal kc-:d;rtangan;

(3) Kedatangan Penduduk Sementara dari Negara Lai-n Wajib didaftarkan
kepada Kepala Daerah dalarr jangka waktu selambat lanrbatnya 14
(empat belas) liari kerja sejak tanggal kedatangan;

(4) Pentiaf tar:an yang rnelebihi jangka waktu sebagai-mana dimakstrd ayat
( 1 ), {2) darr ( 3 ) dapat dilaksariakan setelah mendapat persetujuan
Carnat setenipat bagi Penduduk Warga Negara Indonesia dan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat f Kaliniantan Tj-mur bagi Penduduk Warga
Neqara Asing :rtau Penduduk Sementara.

Pasal 13

(1) Penclaftaran kedatangan Penduduk Warga Negiara Indonesia <Iiterbitkan
Kartu Keluarga darr dicatat dalarn Buku Induk penduduk;

(2) Pendaftaran kedatangan Penduduk Warga Negara Asing diterbitkan
Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk dan Kartu Keluarga serta
dicatat dafam Buku fnduk Penduduk Sementara;

( 3 ) Pendaftaran Penduduk Sementara diterbitkan Surat Keterangan
Pendaftaran Penduduk Sementara dan Surat Keterangan Tempat Tinggal
sert;r dicatat dal-am Buku Induk penduduk Sementara.

Bagian KeIima

Pellapor:an Akibat Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 74

(1) Perubahan Status Kewarganegaraan yang telah mendapat penetapan
dari fnstansi yang berwenang wajib dilaporkan kepada Kepala
Daerah;

tZ) Kepala Daerah mencatat perubahan sebagaimana climaksud ayat ( 1 ) dan
nterrerbitkan Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan;

( 3 ) Perubahan Status Kewarganeqaraan yang telah dilaporkan sebagaimana
d i maks;ttcl ztyitt- ( 1 ) dan (2) clapat diterbitkan Kartu Keluarga .
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Bagian Keenam

Perubahan Status Kependudukan

Pasal 15

( r ) Pelrttb.ttt;irt St,"tl-ut; Keipendudukan clari pe14u<luk senrerrtar.a rnenja6ipetlduduk Warga Negara Asing dapat diberikan setelal iu.rgbersangikut-an memperoleh Surat Keterangan Kependudukan dariInstansi yang berwenang;

(2) Perubahan StaLus Kependudukan sebagairnana climaksud ayat (1)
d-Ldaftarkan kepada Kepala Daerah untui< memperoleh Surat KeteranganPendaftaran Penduduk;

( 3 ) Pendaf taran perubahan sebagaimana dimaksr-rcl ayatditerbil-kan NIK clarr Kart.u Kefuarga.
(1) dan  (2)

Bagian Ketujuh

Mutasi Biodata

Pasal L6

Setiap terjadi mutasi
Desa/i(elural'ran setempat .

biodata wajib didaftarkan kepada KepaIa

Pasa■  ■7

Perrdaf taran mutasi biodata sebagai-mana dimaksud pasal 1,6 rlicatat dalanrBuku Induk Penduduk dan rliterbitkan Kartu Keluarga dan atau KartuTanda Penduduk.

BAB  VI

KARTU KELUARGA

Pasa1  18

(1) setiap Kepala Keluargra wajib memiliki Kartu Keluarga;
(2) DaJanr Kartu Keluarga dicatat ctata Kepala Keluarga dan clata semuaanggota Keiua:ga"

Pasaf 19

Kartu Keluarga ditanda tangrani oleh Camatd.ii:er:ik.in rnasj rlg-masing uniuk :

KepaIa Keluarga (LeniLrar pertama).
Ket-ua RT ( Lembar Kedua ) .

Kepala Desa/Kel-urahan (Lembar Ketiqa).
Canrat ( Lernbar Keempat ) .

dalam rangkap 4 {empat} darr
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BAB  VII

KARTU TANDA PENDUDUK

PasaI 20

(1i Setiap Fenclucliik yang telah berusia 77 Tahun atau telah/pernah
kawin wajib inerrriliki Kartu Tanda Penduduk;

(2) Set'.iap Penttiduk iranya memiliki satu Kartu Tanda Penduduk;

(3) i(ai:t-u Tandn Fenrloriuk Warga Negara Asing diberikan keterangan WNA.

Pasal 21

(1) Karrtu Tantlar Perrclurluk berlaku 5 (lima) Tahun dan dapat diperpanjarrg
derigan <liLerbitkan Kartu Tanda Penduduk Baru;

(2i Bagi Penducluk War:ga Negara Indonesia yang berusia 60 (enam puluir)
Tahttn keat-as; di herikan Kartu Tarida Petrduduk yarig bex,lakr-r seunlur
hidup;

(3) KetenLuan s;ebaga-Lnlana dirnaksud ayat (2) Pasal ini hanya berlaku
bag.i Warg;r I'lega::a fnclonesia yang bertetnpat tinggal tetap rlan tidak
ier'1-LI-rat. J-;rngi;ttng aLrrupun tidak langsung dengan organisasi
ter:larang "

Pasal 22

Kart-u Tarrda Fen<luduk ditanda tangani oleh Camat atas nama Kepala
]fae.rah -

BAB  VIII                            ´

PENGELOLAAN DATA DAN PELAPORAN

Bagian  Pertal■a

Data Kependudukan

Pasa1  23

(1)Datrt  Keperldlldukall inerupakall dokullten Perrterintah Daerah yang  harus
di_pel_ihara dan dilinclling■ メ

(2)Data   Kependlldukan  sebagai  kurnpulan  elemen  data   Terstruktur
t‐liperbleh dal‐ i hasil pendaftaran penduduk。



Bagiian Kedua

Pengolahan Data

Pasal 24

Pengolaharr Data Kependudukan untuk kegiatan penyelenggaraan
perrdaf Laran Pcnduduk d,L.l :ksan.rkarr oleh aparat kependudukan dj Daerah;

Pasal 25

( 1 ) llata (ependudukan yang diperoleh dari hasil penyelenggaraan
Penda f ta r';rn Pendr-rduk secara f isik disirnpan cIi Dinas Kependudukan t

clan Cai:a1,an Ii:ipi.l- dan dikantor Pengolatran Dat.r Elektronik Pemerin*
t-ah Daer- ah;

i2) I{atnt.oi Pengol .rh.rn Dal-a Elektrorrik Kabupaten Daerah Tingkat I I
Kul.ai tttt,'ngol;rlr D;tt-;r Kerpendudukan sebagaintana yarrg clinraksud ayat
(1 ) urrLuk nrentenilhi kel:utuhan Instansi Pemerintah dan Pihak Swasta
rli D;ier:ah.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 26

(1) Kepala Desa/Kelurahan wajib melaporkan data hasil pendaftaran
Penduduk d i wilayahrrya yang disampaikan kepa<la Cainat setiap
Triwulan;

( 2 ) Camat- waj ii: ilelaporkan data hasil Pendaf taran penduduk
diwilayahny;r ke1:;rda Kepala Daerah setiap Triwulan-

/へ
BAB  IX

PROSEDモ JR DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN
PENDAFTARAN PENDUDUK

Pasa■  27

(1)Prosedtl■ darl tata calra penyelenggaraan pendafta■ ―an pendudtlk diatur
lebih lal■ jtit rlongan Keputllsan Kepala Daerah′

(2)Setiap pelltlutluk wajib meiniliktt Akta Catatan sipil.



BAB

PELAYANAN AKTA CATATAN SIPIL

P;rsa I 28

」ettiS po■ ayanan Akta Catatan Sipttl terdiri atas :

a. PeI〕 catatan dall perlerbitan Kutipan Akta Ke]_ahirをtn yang IIleliputi baik
Kelahiral■  uIIlulll  lnaupun Ke■ ahiran lsti■ lewa  se■‐ta  pe■ aporan  untuk
ko]_alliran di llllar Negelri′

1). 1)e rlc a tclt a.rl  da11  1)enerbitan  Kutipan  Akta  Perkawinan  baik   yang
itle l i pl■ ti_  Pe■ kltwinan  bagi wNI dan WNA′  Perkawinan bagi  WNI  sorta
Pol aporall  perkawinan bagi dua orallg WNI atau WNI dengan  WNA  yang
di l allt」 stlllfJkan di I.uar Negeri′

c. Pencatatiari  dall  penerbitarl Kutipan Akta PerceraiOn  yang  meliputi
por(lelaian  l)agi  wNI drlll WNA′  perceraia1l ba91  wNI  dan  pelaporan
percera]_an  bagi  dua orang WNI)]i]醤

n :呈
ril:r ttlgelllgan  WNA  yan7

perkawinanilya ptltus karena perce

d. Perlcatatan dan penerbitan Akta Pengesahan dan pengakuan anak  serta
pellgangkatt‐ln anak,

e.Pencatatan(〕 arl penerbitan Akta Carlti Nama bagi warga Negara Asingタ

f. Pellcatatan dal■ penorbi_tan Akta Kematttan me■ iputi Kematian umunl′

9` Perlerbitan Stirat Keterangan′

h, P elit(latiatan Mlltiasi dr■ ta pada Akta Catatan sipil′

i. Penefbi tarl Klitipan/sa■ inan dOkuIIlen catatan sipil,

j. Pengesahan peir」 anji_an perkawi_nanメ

k, Le9ali_sasi′

1_. pelle]_itian/pengecekan Akta′

■l. Pencatatall dan perlerbitan KutiPan Akta izin perkawinan.

BAB  XI

PROSEDUR DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN
PELAYANAN AKTA CATATAN SIPIL

Pasa1  29

Froseclur darr tert;r
diatur leh-Lh J anj ui-

cara penyelenggaraan pelayanan Akta catatan sipil
derrgan l(eputusan Kepala Daerah.
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BAB  XII

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

Pasal 30

('1 ) [ie1-iap pellay:rnan baik pencatatan maupl]n penerbitan Kartu Tanda
Pent:ltrciuk clari AJ<t-a Catatan Sipll dikenakan Retribusi;

t7'i Besarnl,a Re{-r:ibusi dimaksud pada ayat (1) Pasal ini oitetapkan
st-:l>.rga j ber- j krr l- :

I. ReLribusi Penggantian Biaya Cet.ak Kartu Tarrda Penduduk (KTP) :

Proses secata manual :

a. Pe-,nerbitan Kartu Tanda Penduduk WNI Rp. 1 . 500 , -
i-r " Penerbitarr Kartu Tanda Penduduk WNA Rp. 5 . 000, *

- Pr,'oses secara komputerisasi :

e). Penerrbitan Data Perrohon 1 Set Rp. 750, -
il. Penerbitarr Kar Lu Tanda Penduduk WNI Rp " 3 . 000, -
c" Penerbitan Kartu Tanda Penduduk WNA Hp. 15.000,-

?. F.el.rjbtrsi Ak1-a Catatan Sipil adalah :

a. AkLrr Xelali-'t ran.

Bi.r.ya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran :

Watr:gar l{eqara Indonesia :

Anak Kesatu dan Kedua Rp. 7.500,-
Anak Keti.ga dan seterusnya Rp . 15 . 000 , -

Warga l.Iegara Asing i
Anak Kesatu dan Kerlua Rp . 2 5 . 000 , -
Anak Ketiga dan seterusnya Rp. 50.000,-

Biaya Kutipan Akta Kelahiran Keclua dan seLerusnya :

War:ga Negara Indonesia Rp. 15 . 000 , -
Warga Negara Asing Rp. 40.000,-

Biayer SaJ irrarr Akta Kelahiran :

Warga Negara f ndones j-a Rp. 25.000, -
Trlarga Negara Asing Rp. 50 .000, -

Biaya Pelaporan dan Penerbitan Tanda
Bukt-i Pelaporan WNf mengrenai Kelahiran
yang ter: j adi di Luar Negeri Rp. 25 . 000, -

Bi;iya Mutasi Data karena Kelahiran :

Warga l.Ieqara Inclonesi ... Rp. 2.500,-
Warga Negara Asing Rp. 10.000,-



/~

―

― Stlrat pengalltar ke Pengadilall Nec」eri/
K()」 aksaan Negeri l11ltuk lttlenclapatkall
perletctpan/Keputusari tentang keterlalnbatar≧
rendaftaran ke■ ah」_ran yang dilaksanakan
dj_ Ltlar lritlollosi a :

Wa■‐ga Negara lndonesia ......・ ・・・・・・・・・・・ Rp.  2.500′ ―
Warga Negara Asi_ng .....・ ・・・・・・・・・・・・・・・・ Rp. lo.000′ ―

ll. Akta Perkawinan.

― Biaya Pencatatan Perkawainan  :

Wargct Negara lndonesia ......・ ・・・・・・・・・・・ Rp. 20.000′ ―
Warga Negara Asing ......・ ・・・・。・・・・・・・・・・ Rp. 50.000′ ―

― Bi_l‐tya KLltlpan Perkawinan  :

Wc―lT9a Negara lndonesia ......・ ・・・・・・・・・・・ Rp. lo.000′ ―
Wal‐ ga Negara ムsing .....・ ・・・・・・・,・・・・・・・・ Rp. 25.000′ ―

― Biaya Pellcatatan Perkawinan yan9 nlelebihi
jallgka waktu satu btllall sejak tanggal
pel19esahan inentlrut Agama  :

Warga _■iegarc―l lndonesia ......・ ・・・・・・・・・・・ Rp. 25.000′ 一
Warr」 a Negara Asing ......・ ・・・・・・・・・・・・・・・ Rp。  75.000′ ―

一 Biaya Kutipan Akta Perkaw■ nan Kedua
dal‐l statusnyc―l  :

Warga Negara lndonesia .....・ ・・・・・・・・・・・・ Rp.  ア.500′ 一
Warga Negara Asing ......・ ・・・・・・・・・・・・・ :. RP. 25.000′ ―

― Bttaya Salinan Akta Pe■ ‐kawinan  :

Warga Negara lndorlesia .....・ ・・・・・・・・・・・・ Rp. 15.500′ ―
Wargrl Net」 ara Asing ......・ ・・・・・・・・・・・・・・・ Rp. 50.000′ ―   ´

一 Biaya pe■ apOran dan Penerbitan Tanda Bukti
Pelrlporan WNI lllengenai perkawi_1lan yang
tor]acli diltlar Negeri 。....・ ・・・・・・・・・ `・ 。・ Rp. 25,000′ ―

* I"futasi Dat.a karena perkairirran

Warga l.Ieqrara frrdonesia
Warga l,Iegara Asing

Pengurnlrnran perkawinan :

Warga Negara fndonesia
Warga Negara Asing

I z't 11 D_i.spensasi pei:kawinan :

Warga Negara fndonesia
Warga Negcrra As j ng

。・・・・・・・・ Rp.  5.000′ ―
・・・・・・・・・ Rp. 15.000″ 一

・・・・・・・・・ Rp.  2.500′ ―
・・・・・・・・・ Rp_ lo.000′ ―

Rp. lo,000′ ―
Rp. 25.000′ ―



― Sullat Pengantar tintuk per)catatan perkawinan
(li litl,1l Dと le rとll1 / 111lal i N()t」 (→ rl  :

Warga Negara lndonesia ...__.・ ・・・・・・・・・・・ Rp.  5.000′ ―
WartJa Negard Asilig .....・ ・・・・・・・・・・・・・・・・ Rp. 25.000′ ―

― SuI｀ at perlgantar ke pengadilan Negeri/
Ke」 aksaan Negeri untuk Hlendapat pengesaha11/
Keplitusan tentang keter■ aIIlbatan pendaftaran
per kawj_1latl yarlg di_laksanakan (liluaI Indorlesia :

Warga Negara lndonesia ...1..・ ・・・・・・・・・・・ Rp.  2.500′ 一
WrlrcDrl Negara Asing ......・ ・・・・・・・・・・・・・・・ Rp. 10_000′ ―

c. Akta peFiceraian.

― Bi_aya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan
Akta perceraian  :

Warga Negara lndonesi_a .....・ ・・・・・・・・・・・・ Rp. 50.000′ ―
Warga Negara Asing ......・ ・・・・・・・・・・・・・・・ Rp.100.000′ ―

― Bi_aya Pencatatan Perceraj_an yang lnelebihi
jangka waktu satl■  bu■ an sejak tanggal
Keptlttisan  Pengadilan Negeri  :

WarCJa Nec」 ara lndonesia .....・ ・・・・・・・・・・・・ Rp. 75.000′ ―
WarrJa Nec」 arrl As■ ng ......・ ・・・・・・・・・・・・・・・ Rp.■ 50.000′ 一

― Biayr‐t Klltipan Akta perceraian Kedua dan
seterllsnYa  :

W■ llga NecJa■｀a lndonesia .........・ ・・・・・・・・ Rp. 25.000′ 一
Warga Negara Asing 。.....・ ・・・・・・・・・・・・・・・ Rp. 50.000′ ―

― Bic―lya Salinarl Akta Percela■ arl  :

Wargr‐ l Negara lndonesia ......・ ・・・・・・・・・・・ Rp. 50.000″ ―
Warga Nega■―a As■ IIg 。....・ ・・・・・・・・・・・・・・・・ Rp.■ 00.000′ ―   ´

―‐Biaya Mtitas■  Data karena Percella■ an  :

WarOa Negara lndonesia ......・ ・・・・・・・・・・・ Rp.  5.000′ ―
Warga Negara Asing ......・ ・・・・・・・・・・・・・・・ Rp. 15.000ノ ~

― Biaya stirat Pengantar ke pengadi■ an Negeri/
Ke」 aksaan Negertt untuk mendapatkan ponetapan/
Keputllsan tentang keterlarTibatan perldaftaran
pe■・ceralan yang dilaksanr― Jkan diluar lndorlesia :

Warga Nega■‐a lnclollesia ........・ ・・・・・・・・・ Rp.  5。 o00′ 一
War9a llegara Asi´ng .....・ ・・・・・・・・・・・・・・・・ Rp. lo.000′ ―

ri、  Akta Ke「 [lati an.

― Biaya pencrltatan dan Penerbj_tan Akta Kernatian :

Wal,9a Negara lndonesia .....`...・ ・・・・・・・・ Rp_  2.500′ 一
W4■ rga Negara Asing ......・ ・・・・・・・・・・・・・・  ヽRP. 10.000′ 一
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― Biaya Klltipan Aktla KeIIlatian Kedua dan seterusnya :

War 9,l Net」 ′[■ ぇl lri(lorit・ sia 。........・ ・・・・・・・・ RP.  3.000′ 一
Warga Negarct Asi_ng .....・ ・・・・・・・・・・・・・・・・ Rp. 10.000ィ ー

ー Bl_ttya sを1]1_riari Aklla KerilaliliaII  :

Wマ」lり ′, N(:り |:「 を■ l rI(loll(,s itl _.. ・‐・・・・・・‐・・・・・  ́RP.  :〕 _000′ ―
Warga Negara As■ ng ......・ ・・・・・・・・・・・・・・・ Rp. ■0.000′ ―

― Biaya pelapOral■  dan Penerbitan Tanda Bllkti
pelapoirr―tn WNI mengenai kematian yarlg terjadi
di ltiar・  Negeri .._..・ ・・・・・・・・・・・・・・・・‐・・・ Rp. 25.000′ ―

一 Bj_aya Mtltcls■  Data karena Kernatttan  :

Warga Negara lndonestta .....・ ・・・・・・・・・・・・ RP.  2.000′ ―
Warga Nec」 al‐ a Asirlg .....‐ ・・・・・・・・・・・・・・・・ Rp.  5.000′ ―

一 Biaya sttrat Pengantar ke pellt」 adilan Negeri/
Kejaksaal■ Negeri tlntllk Ⅱlendapatkan penetalDan/
Keputtlsan tt・ ntang keter■ ainbatan pelldaftaran
kolna t i_a ll  :

Wそir‐ ga Nega:ra lndonesi_a .........・
・・・・・・・・ Rp.  2.500′ ―

Wr‐tI・ ga Negalra Asing .....,`・ ・・・・・・・・・・・・・・ Rp. lo.000′ ―

(う . Akta Pei19akllrtil dan Pengesahan Anak.

一 Biaya poricatan dan Penerbitan Kutiparl
Akta rengaklian Anak  :

Warga Negara lndonesia ......・
・・・・・・・・・・‐ Rp。  10.000′ ―

Warga Negara Asirlt」  .........・ ・・・・・・・・・・・・ Rp. 50.000′ ―

一 Biaya Perlca■ atan Pengesahan Anak  :

Warga Nogc■ ra lndones■ a .....・・・・・・・・・・・・・ Rp. 20.000′ ―
WarC」 a Nega■~ct Asirlg .....・ ・・・・・・・・・・・・・・・・ Rp, 75.000′ ―   

´

― Biaya KllLipan Akta pengakuan Anak Kedua
dan seterusFlya  :

Warga Negtll｀ cn lndOnesia 。.......・・・・・・・・・・ Rp. 25.000′ 一
War・ tDa N(〕 9ara Asi_ng .....・・・・・・・・・・・・・・・・・ Rp.■ oo.00o′ _

― Btaya sctlinan Akta pengrtkllan Anak  :

Warga Negcera lndOnesia ......`。 .,・ ・・・・・・・ Rp. 25.000′ 一
:   Wargrt Nec」 rIIa Asing ......・・・・・・・・・・・・・・・・ Rp.loo.000′ ―

一 B■ aya Mlltasi Data karena pengaklian Anak  :

Warga Negara lndonesia ......・
・・・・・・・・‐・・ Rp.  2.500′ ―

Warf」 tr. Negara Asing ...._.・ ・・・・・・・・・・・・・・・ Rp. lc.000′ ―

― Bidytt MuLasi karerla pengakuaII Pengesallall
Anak  :

Wa rt」a Negara lndo■ lesia .....・ ・・・・・・・・・・・・ Rp.  5,000′ ―
Warga llegara AsiIIt」  .........・ ‐・・・・・・・・・・・ Rp. 15.000′ ―

⌒
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Akt-e,r Gant-i Narna bagi War:ga Negei:a Asing
l,itrl.;u; i I);rl.,i k;irt:rr;i G.rn[, i N;'rrn;r Rp 50.000′ ―

Bi ay.r Perrcat-a[-alr i]an Penerbitan l,luteisi
Dal,a karena Pengangkatan Ariak :

Wa r ga l{egar';r Tndones i a Rp. 30 . 000, -
Warga Negar a Asi ng Rp. 100 . 000, -
B-Laya Perrc;t-'l-atan Pengangkatan Anak yanq
I ebi h jarrgka waktu 1 brilan se jak tanggr;rl
iqr,r1.rt.tt ru,;;.rIr .rnak ;rrtak tl;rr: i Perrg;,r11 i l;rrt
Nr-..]e t i :

W;:ir"9.f Nr:g,ar-a fnclonesia Rp. 75.000,-
Warga ill*:qara Asinq Rp.150. 000, -

(3)

(4)

Biay;r 1re 1 a1,.tnan sebagaimana dirnaksucl aya t
sertorkarr d;r,iarn Kas Daerah Ti ngkat iI Ktrtai
Daer-ah;

{2) Pasal ini di
sebagai Peridapatan

Kelr;ld.r pel ahs;rria;rrr Pernutigt.rtan ReLr ibusi Ferrggcrrrt j-ari lliaya Cetak
Karlu Tatrci;r Penrlucltlk dan Akta CataLan Sipil diberikan uangi
perarrrJs.lrlg setr*,rsat' 5 I (linr;r pro$en) dari realisasi pungutan.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pa sal 3■

Wa j i lr Rr:1,r j 1.rt.ts i yarrlr t-iduk nrelaksanakan kewa j ibannya sehingga
trrer"i-rgil<;rli kr:f r.langarr Dar*tah diancam pi<1ana kurungan palirrg lama 6 (enam)
J-,ul.ntL at-au detrcla pal i ng l;anyak 4 (empat ) kali jumlah Betribtisi yarrg
itrr liu Ii:rrg "

Pasal

Tind;rk Pi-daner
pe ) arrggal. arr .

seiragairnarra yarig d i niaksud parla P;rsal 31   adalah

BAB  XIV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pa saI 33

Selain Pr: j ai;at Penyi-dik Umum yang bertugas nrenyidik tinclak pi clana,penyiriii<.;rn atas pe)anggararr tin<1ak piclana sebag;rirrrarra dimaksucl dalarn
Perat-urarn Daerah irri dapat juga dil akukarr oleh PejaLrat Penyidik
Pr.rg;rwaj, I{egeri Sipii (PPIliS) dilirrgkungan Pemerint,a}r Xzrhupaten Daerah
Ti ngkat. i I Hut-a i yang pengangkat.arrnya tl j t.e t apkarr sesuai cjengan
Pe r.i l.ut'riri Pc rrrrrdarrgl lJrrriangan yariq Ite r i aku.

39
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P.rs;ri 34

D;rl .rnt rnel.rks;eruirkarrr tug.rs i){-llt}i id i k ; {rara peinyidi-k s;e}:againana clinraksucl
tl;rl airr P;"rs.-r I 33 Per ;it.uf An I)a+:r'alr ini boi:wenarrqi ;

at. I{ertelr -j ma i apot iitt ,rl ail pengac]r.rali dari sei;er)r alig tentang adanya
'l'rfiflaK H1(lArral

i.r. l,!el ak,rk;rrr l..i.rrd;rkzrrr pert-arrra pada saat. i t_u d i L ernpaL
rrie,i akul<arr p€irner i ksaan,:

ke j adian dan

(:. l"lenyirl trlt lt,:rlrr-.nt u rjeseor.'allg ter. sartgkzi clan rrerneriksa tarrda pengenal
r'l i r i [-erl;alrg]<..r ;

11 " l"f e l ;rkukarr gierry i

e. Mengarnbil sirlik

f . i'{eirrarrggi ) orarrli
saksi;

l.-aan l-lerrcla dari aLau surat;
j;rr..i dan rnemotret sese0r'ang;

t.rnl-uk clidengar clan diper.iksa sr+bagai tersalngka atau

U . Mericlal-angknn orailg ahl, j y arig rliperlukan clal-arrr
pelrr.tr iksaarr Per:kara ;

hubunganrrya dengarr

i'{r:rrgadakan pengiierr t, j an penyidikan setelarh petrrrrjuk dari penyidik
lt,,rilb/a t -itliil< i-erdapal- ctlkup br-rkti aLau perist,lwa tersebut bukan
irlerupaka.l-l l- j rtd,ak p-itl.trr;r darr selan jutnya inelalui perryirlikal
Ittenrberit.atiukari li;ii t--erseirut keprrda penuntut umurn, tersangka atau
ke l.u.rr gil,:iyil;

!li--rrgnrl;rk,lrt l-inrt'aiceur iai n rrenurut irukuur y?rng dapat dipertanggungj av,rabk;:n .

Pasal 35

Pegawai Nerleri Sipil membuat tserita Acara setiap

a. Pell10 r■ ksaan ltllllah′
1). PeI[lrtStlkar' 111■ tah′

c. Pellyi taan bendr― tメ
(1. Petlter i ks`'‐ ln sllratf
e. pellle r■ ksaan saksi′
f`Pemell iksaan  cliteIItPat kejadiarl dan merlgirimkanflya kepada  Kejaksaan

IN‐ ec」 er i lilel al、 Lli pellyidi_kan KopO■ isiaFI Negara Republik lndonesia.

BAB  XV

KETEllfTUAN LAIN ― LAIN

Pasal 36

Hal hal Y.rng belunr clial:ur dalam Peraturan Daerah inr. sepanjang
pe laksarraannya akarr d i atrir' I eb ih l,an j ut derrgan Keput usan KepaIa
Daerah.

ll.

Pe j a}:at Penyi ri ik
t-i ndakarr :



BAB  XVI

KETENT(IAN PERAIIIHAN

F;tl.;or I 37

I)engan berlakunya Peral-.uran Daerah ini,
Kabupzrl-en Dner-ah Ti ngkat I I KuLai Nr:mor
Per:ubahannya rlarr tlinyaLakarr tirlak ber:1aku lagi

inaka Peraturan Daerah
4 lilhun 1q78 Lreserta

BAB  XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Per;rl,nr.'an D;it+r"ah j rrj nrulai l:erlaku pada tanggal dirlnclangkan.

Agar stip.iya s:e l- i ap orarig dertrrat mengel-ahuirrya rnenrer j-ntahkan
Perrgt.r ttrlalig.ili Per-at--uran Daer;atr inj dengan penernpatarlnya dalatn Lernbaran
Daerah Ki:blr1rat-en Daerah Tingkat II Kutai.

Ditetapkarr cli Tenggarong -

pada tanggal 1-5 l,iei 1998

DEWilN  PERWAKILAN  RAKYAT

I)RS.Ч .′ SYAじ KANI. HR.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KlFTAI′

DRS H.A.IVI 3UI.AIMAN

DAERAH
KUTAIKABUPATEN DAE121μ

l,NGKAT II

凌ご_

Dijalankan berdasarkan Pasa
Menteri Dalam Negeri No.

de li:m

´ ヽ


